PANCASILA, PEMBANGUNAN,
DAN NASIONALISME!

Oleh: Gunawan Wiradi

\__OhlrerS—

Nﬁwndnyﬁ Indonesin is in a state of such a situation that many
peaple think of it as a deteriorating condition. Natural ecosystem
has been heavily damaged, social conflicts spread over many regions,
millions of people still live under poverty line, and in the meantime
natural disasters and various kinds of accident disturb socio-economic
life, etc. etc. This situation has led to a sort of mix-feeling of sadness and
restless, being afraid of the possibility of national disintegration. Some
social circles begin to make a reflection, and rethinking of “what is wrong
with us?” Is it because most of us start to neglect our guiding principle
Pancasila? Is the development policy, which has been adopted so far, on
the right track? Does the young generation tend to forget the spirit of
nationalism? This paper is an attempt to respond to these questions. The
author shares the opinion that the main cause of all those (social, political,
economic, and natural) disasters lies in the “turning-point” of policy
which occurred in 1967, the aftermath of 1965 national tragedy.

ABSTRACT

PENDAHULUAN

Pada tulisan ini, meskipun terhadap opini yang berkem-

dalam beberapa hal terdapat
juga rujukan-rujukan pustaka,
namun tulisan ini sama sekali
tidak mengandung pretensi
sebagai tulisan ilmiah, melain-
kan sekedar hasil pengamatan
sehari-hari ataupun tanggapan

bang dalam masyarakat kita
dewasa ini. Bahkan bagi seba-
gian pembaca isi tulisan ini
mungkin akan terasa “provo-
katif”, namun yang demikian
ini sekali-sekali diperlukan
guna merangsang kesadaran

' Tulisan ini dikembangkan dari naskah amat ringkas dengan judul sama, yang
disampaikan dalam acara “Rownd Table Discussion” yang diselenggarakan oleh
Indonesia Center for Sustafnable Development (IC5D) bekerja sama dengan
Departemen Dalam Megeri, tanggal 13 Desember 2006, di Jakarta.



pancasila, Pembangunan, dan Nasionalisme

kritis yang telah begitu lama
terpasung selama Orde Baru.

Sulit dibantah bahwa kondisi
bangsa dan negara kita dewasa
ini sedang carut-marut dan
bahkan terpuruk berat. Paling
tidak, inilah opini sebagian
besar masvarakat kita, khusus-
nya lapisan bawah. Sementara
itu musibah beraneka ragam
menimpa bertubi-tubi, baik
yang murni bencana alam,
maupun bencana akibat ulah
manusia yang merusak
lingkungan. Konflik sosial pun,
baik horizontal maupun verti-
kal telah bertahun-tahun mere-
bak di mana-mana. Semuanya
itulah yang menimbulkan kere-
sahan masyarakat, mengapa
semua itu terjadi?

Sebagian dari kita lalu ada
yang merenung, dan memper-
tanyakan apakah semuanya itu
bukan karena kita telah melu-
pakan falsafah yang menjadi
dasar negara kita Pancasila?
Apakah pembangunan vang
dengan menggebu-gebu telah
dilaksanakan sejak Orde Baru
itu telah benar-benar mense-
jahterakan rakyat? Apakah
semua itu sebagian juga dise-
babkan oleh lunturnya sema-
ngal nasionalisme khususnya

di antara generasi muda?
Inilah antara lain, pertanyaan-
pertanyaan yang berkembang
di sebagian kalangan masya-
rakat Kita,

Tulisan pendek ini sekedar
usaha untuk menanggapi per-
tanyaan-pertanyaan tersebut,
Tiga kata kuncjyang tercermin
dalam judul tersebut di atas
sebenarnya merupakan topik
besar yang bisa dibahas
sendiri-sendiri secara terpisah
dengan panjang lebar. Namun
sebagai sebuah tanggapan,
tulisan ini sekedar mencoba
mencari kaitan antara ketiga-
nya itu, walaupun ini bukan
hal yang mudah dan karenanya
tidak terlalu mendalam.

Dengan demikian, uraian
berikut ini hanya terdiri dari
tiga bagian, yaitu;

1) Mencari akar masalah, apa
sebabnya kita terpuruk
beral;

2) Dasar Pembangunan; dan

3) MNasionalisme dan Revita-
lisasi Pancasila.

Terus terang, mungkin bagi
sebagian pembaca tulisan ini
akan terasa bukan saja tidak
mendalam, melainkan juga ku-
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rang sistematis. Namun sekali
lagi, sebagai tanggapan ter-
hadap opini yang berkembang
dalam masyarakat, mudah-
mudahan sumbangan tulisan
ini ada juga gunanya.

TERPURUK BERAT DAN
AKAR SEBABNYA

Saya yvakin semua sepakal
bahwa saat ini Bangsa Indo-
nesia memang sedang meng-
alami keterpurukan yang amat
memprihatinkan. Ciri-cirinya
amat jelas: (a) “Physical Eco-
System” rusak berat; (b) “Social
Eco-System” pun rusak berat;
{c) Hukum semerawut, tak
sekedar tumpang-tindih; (d)
Konflik sosial merebak di
mana-mana dalam “bungkus”
yang beraneka ragam; (e)
Kesenjangan ekonomi makin
menganga; (f) Budaya "hedo-
nisme” merajalela; (g) Pendi-
dikan dikomersialkan; (h)
Kesehatan amat mahal; (i)
Moralitas dan Etika tergusur
oleh kemunafikan; (j) Garis
politik tidak jelas; (k) UUD-
1945 di amandemen secara
amburadul.

Daftar kemerosotan itu bisa
saja diperpanjang. Namun
semua itu tidak berdiri sendiri-

sendiri, melainkan saling ter-
kait. Karena itu saya tidak
menggunakan istilah “Krisis
Multi-dimensi”, melainkan
“Krisis Total” (KRISTAL).
Bangsa Indonesia secara tota-
litas sedang mengalami krisis,
terpuruk berat.

Mengapa itu bisa terjadi?
Sebelum menjawab pertanyaan
ini, ada satu hal yang perlu
dipahami lebih dulu, yaitu
bahwa “potret” sebuah masya-
rakat pada hakekalnya meru-
pakan produk dari bekerjanya
empat faktor yang saling
berinteraksi: (a) dinamika
internal masyarakat; (b) kebi-
jakan pemerintah; (c) warisan
dan/atau dimensi sejarah ; dan
(d) intervensi asing. Pada suatu
saat, salah satu faklor tersebut
menjadi dominan, dan di saat
lain faktor vang lain yang
dominan.

Selama 40 tahun terakhir ini
faktor pengaruh asing setapak
demi setapak menjadi sangat
dominan (baca juga, John
Perkins, 2004). Kepentingan
kelompok-kelompok tertentu
di dalam negeri bertemu
dengan kepentingan asing
tersebut, Tanpa disadari, lam-
bat laun proses ini melahirkan
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pengingkaran terhadap cita-
cita para pendiri bangsa. Inilah
akar sebabnya!

Terutama sejak Orde Baru,
juga sampai sekarang? kebija-
kan-kebijakan pemerintah ba-
nyak dipengaruhi faktor keku-
atan luar. Setapak demi seta-
pak sepak terjang pemerintah
tersebut berdampak luas ter-
hadap perilaku masyarakat
secara keseluruhan. Akhirnya
di dalam masyarakal terba-
ngun sikap dan perilaku yang
oleh (alm.) Mahatma Gandhi
disebut sebagai "seven sacial
sins”. Tujuh macam “dosa
sosial” itu adalah: (a) politics
without prineciple; (b) wealth
withou! work; (¢) commerce
without morality; (d) education
without character; (e) pleasure
without conscience; (f) science
without humanity; dan (g)
worship withou! sacrifice.

Akar masalah yang menjadi
sebab keterpurukan tersebut di
atas perlu dipahami. “Admit-
ing to a problem is the first step
toward finding a solution” (John
Perkins, 2004. Ibid him. XIV).
Tanpa menyadari hal itu, apa
yang mungkin dianggap seba-
gai “solusi” sifatnya hanya
sesaat dan sepotong-sepotong,

vang seringkali justru menim-
bulkan masalah baru,

Sementara itu, selama 10 tahun
terakhir ini, berbagai negara
berkembang (termasuk Indo-
nesia) mengalami “tripple
squeeze”, jepitan dari tiga arah
(5. Borras, 2005). Dari atas
berupa desakan globalisasi
ekonomi, dari samping desa-
kan privatisasi, dan dari bawah
desakan untuk melakukan oto-
nomi daerah. Sekalipun dari
arah berbeda, sumber tekanan
itu sama, yaitu kekuatan neo-
liberalisme,

PANCASILA DAN DASAR
PEMBANGUNAN

Bagian ini tidak membahas
Pancasila itu sendiri secara
detail, melainkan sekedar
memberi beberapa catatan
mengenai aspek-aspek tertentu
untuk melihat kaitannya
dengan masalah pembangunan
(catatan selanjutnya, lihat bagi-
an “Nasionalisme dan Revitali-
sasi Pancasila” di belakang),
juga tak akan diulas panjang
lebar karena sudah terlalu
banyak dibahas orang walau-
pun dengan pandangan yang
berbeda-beda.

Indonesian Journal For Sustainable Future Yol. 2 No. 4

(1) Beberapa Catatan Tentang
Pancasila

Kita semua tahu bahwa Indo-
nesia itu terdiri dari berbagai
daerah yang sangat beragam,
kondisi alam yang berbeda-
beda, dan budaya masyarakat
yang berlain-lainan. Karena itu
diperlukan suatu perekat yang
dapat mempersatukannya,
mewadahi semuanya. “National
unity can only be preserved on the
base of thing which is larger than
the nation it self”. Pancasila
adalah wadah itu!

Sudah disepakati, paling tidak
secara formal bahwa FPancasila
menjadi dasar Negara Repu-
blik Indonesia. Pancasila meru-
pakan “guiding principle”, atau
katakanlah “ideologi” negara.
Ini sudah final. Artinya, dasar
negara ini tak akan diubah
(terbukti dari kesepakatan
bahwa dalam amandemen
UUD-1945, Mukadimahnya
tidak diubah). Menurut saya,
ini sikap yang positif karena
mencerminkan konsistensi
dengan cita-cita para pendiri
bangsa kita. Tetapi mengapa di
depan disebutkan bahwa telah
terjadi pengingkaran terhadap
cita-cita tersebut? Dalam

hubungan inilah, ada beberapa
hal yang perlu dicatat,

{a) Selama era Orde Baru,
FPancasila dijadikan asas
tunggal. Artinya, semua
kekuatan politik (partai,
ormas, dsb.), diwajibkan
untuk berasas Pancasila,
Sampai batas ini, menurut
saya, adalah positif dan
wajar, karena merupakan
konsekuensi logis dari
penerimaan bahwa Panca-
sila adalah ideologi ne-
gara. Artinya, pintu telah
ditutup bagi masuknya
ideologi lain (apakah itu
dari kanan, dari kiri, dari
tengah, dari atas, dari
bawah, atau dari manapun).

(b) Agar tidak dilecehkan,
maka selama Orde Baru,
Pancasila seolah-olah
‘disakralkan’. Namun
celakanya, Pancasila Orde
Baru itu adalah Pancasila
yang hakikat isinya sudah
diubah, dibelokkan, dan
ditafsirkan secara me-
nyimpang dari gagasan
asli penggalinya. Bahkan
Bung Karno sebagai peng-
galinya diingkari, didiskre-
ditkan, dan hampir semua
ajarannya ditabukan.
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{¢) Selama era Orde Baru,
setiap lima tahun sekali
dirumuskan GBHN (Garis-
garis Besar Haluan Negara)
baru yang di dalamnya
mengandung “Kaidah Pe-
nuntun”, yang berisi asas-
asas Pancasila. Tetapi,
meskipun penuntun itu
rumusannya indah-indah,
namun kebijakan yang
dituangkan dalam pro-
gram Pelita (Pembangunan
Lima tahun) nya ternyata
banyak bertentangan de-
ngan "Penuntun” itu sen-
diri. Tidak satunya antara
kata dan perbuatan (con-
toh-contoh konkretnya
lihat, G, Wiradi; 1995).

(d) "Sakralisasi” Pancasila sela-
ma Orde Baru hanyalah alal
penguasa untuk menekan
lawan-lawan politiknya. Sia-
papun yang menentang
kebijakannya, dituduh seba-
gai “anti Pancasila”.

(e) Selama 30 tahun Pancasila
ala Orde Baru itu telah di-
tanamkan ke dalam benak
masyarakat melalui indok-
trinasi P4 (Pedoman, Peng-
hayatan, dan Pengamalan
Pancasila). Dengan demi-
kian, bagaimanapun juga,
dalam benak sebagian

masyarakat telah terben-
tuk citra tertentu tenlang
Pancasila. Ketika kemu-
dian Orde Baru lengser,
dan praktik-praktik bu-
ruknya mulai terbongkar,
maka terciptalah semacam
kesimpulan: “kalau begi-
tu, Pancasila itu jelek!”.
Inilah yapg sangat ber-
bahaya. Tidak heran jika
dalam kalangan sebagian
masyarakat ada yang meng-
atakan bahwa Pancasila
Orde Baru itu adalah "Pan-
casila untuk membunuh
Pancasila”. Demikianlah
sekedar beberapa catatan.
Tentu masih banyak hal-hal
lain yang juga penting
untuk dicatat, namun ru-
angan yang terbatas tidak
memungkinkan untuk me-
nuliskan semuanya. Lantas,
apa relevansi catatan-
catatan tersebut terhadap
masalah pembangunan?
Untuk menjawab pertanya-
an tersebut marilah kita
coba menelaahnya dalam
bagian berikut ini .

(2} Pancasila dan Landasan
Pembangunan

Berbicara soal Pancasila tentu
tidak lepas dari masalah poli-
tik, baik teoritis maupun
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politik praktis. Melalui tulisan-
tulisan (alm.) Prof. Dr.
Nugroho Notosutanto, Panca-
sila ditafsirkan secara lain,
yang ujung-ujungnya meng-
ingkari penggalinya Bung
Karno, dan pada gilirannya
Pemerintahan Orde Baru mela-
rang sebagian besar ajaran-
ajarannya (de Soekarnoisasi).
Apa tujuannya? Tidak lain
untuk memberi pembenaran
kepada kebijakan baru, ter-
masuk kebijakan pembangu-
nan ekonomi, yang berbeda
bahkan bertentangan seratus
delapan puluh derajat dengan
kebijakan pemerintahan sebe-
lumnya. Akhirnya toh mulai
muncul pengakuan-pengakuan
mengenai hal itu, setelah Orde
Baru lengser.

Dalam tahun-tahun 1960-an,
dalam konteks Perang Dingin,
Indonesia mengambil sikap
non-blok dan “non-alignment”.
Ini sikap pemerintahan Bung
Karno, Ini tak berarti mening-
galkan semangat revolusioner.
Justru hal ini konsisten dengan
semangat 1945, semua kebija-
kan zaman itu, termasuk kebi-
jakan pembangunan ekonomi,
tetap diliputi oleh nuansa
revolusioner. Orde Baru tidak
menghendaki hal itu. Dalam

konteks perang dingin itu,
seperti dikatakan Habibie,
“Pak Harto sesunggguhnya
sudah sangat memihak kepen-
tingan Amerika Serikat dan
Dunia Barat...." (lihat, B. ]J.
Habibie, 2006; him, 209), Orde
Baru dari awal memang senga-
ja, namun dengan hati-hati dan
penuh perhitungan berniat
“menghentikan situasi revolusi-
oner, melarang rujukan-rujukan
ideologisnya, dan membubarkan
semua organisasi pendukung-
nya”. (lihat, Moerdiono, dalam
Taufik Abdullah, 1997; him.5).
Landasan revolusioner diganti
dengan dasar yang "realistis dan
pragmatis”,

Demikianlah, jika pengakuan
dua tokoh tersebut itu benar,
maka isu politiknya menjadi
menarik untuk dikaji. Menga-
pa? Dalam peristiwa berdarah
1965, G305/PKI dihancurkan
dengan tuduhan “kontra-
revolusi”, Jika diukur dengan
situasi zaman itu, pertanya-
annya menjadi: “apakah kegia-
tan menghentikan situasi revo-
lusioner” itu dapat dikatakan
sama juga dengan kontra-
revolusi?” Jika ya, maka
pertanyaannya menjadi: "siapa
sesungguhnya yang “kontra-
revolusi”?”.
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Jika kembali kepada masalah
pembangunan, maka di sam-
ping banyak soal-soal lainnya,
ada dua hal pokok saja yang
perlu dicatat. Pertama, di
zaman pemerintahan Bung
Karno, yang dengan terus-
menerus dicanangkan adalah
masalah “nalion and character
building”, yaitu pembangunan
watak bangsa, watak Panca-
silais. Pancasilais sejati tidak
akan membantai ratusan ribu
orang bangsanya sendiri—
sekalipun mereka bersalah—
tanpa proses pengadilan,
karena hal itu bertentangan
dengan sila “Peri Kemanusiaan
yang adil dan beradab”.

Kedua, sebelum Orde Baru,
pembangunan ekonomi diberi
dua landasan pokok, yaitu (a)
prinsip berdikari, sesuai
dengan semboyan “Berdaulat
dalam politik, berdikari di
bidang ekonomi, dan berkepri-
badian di bidang kebudayaan”.
(b) sebagai negara agraris yang
mayoritas penduduknya ada-
lah petani dan nelayan, maka
masalah penataan ulang
struktur pemilikan, pengua-
saan, dan penggunaan sumber
agraria (land reform, sebagai
inti dari Reforma Agraria),
dijadikan basis pembangunan.

Hal ini juga sesuai dengan
seruan PBB (Persatuan Bangsa-
bangsa) di tahun 1950-an.

Dua hal di atas diabaikan oleh
Orde Baru. Kebijakan dasarnya
berubah menjadi (a) menggan-
tungkan diri kepada utang luar
negeri; (b) mengundang modal
asing; (c) bertul_;npu pada yang
kuat (betting on the strong); ser-
ta (d) mempeti-es-kan masalah
agraria.

Dampak buruk dari kebijakan
tersebut telah kita saksikan
bersama sekarang ini. Alam
kita rusak berat, kehidupan
bermasyarakat penuh konflik,
dan sebagainya, seperti yang
telah disebut di depan.

Dengan paparan ringkas ter-
sebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa seperti
telah disinggung di bagian
pertama tulisan ini, akar
masalah atau sumber sebab
dari semua kemerosotan yang
ada sekarang ini pada haki-
katnya adalah warisan sejarah
lahirnya Orde Baru. Akarnya
terletak pada titik balik
kebijakan dasar haluan negara.
Karena itu, harus diakui bahwa
siapapun yang menjadi Presi-
den setelah lengsernya Orde
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Baru, memang menghadapi
masalah yang sulit. Ada orang
yang berseloroh bahwa walau-
pun kita masih memegang
teguh Pancasila sebagai ideo-
logi negara, namun kita tidak
bicara lagi soal "sosialisme a la
Indonesia”, melainkan “kapita-
lisme a la Indonesia”!

NASIONALISME DAN REVI-
TALISASI PANCASILA

Sebenarnya, gejala memudar-
nya semangal nasionalisme itu
sudah dapat dideteksi sejak
lama. Simbol-simbol kebang-
saan (lagu kebangsaan, hari
sumpah pemuda, dan lain-
lain), slogan-slogan patriotik,
nyanyian-nyanyian yang
menggerakkan semangat
nasional, makin lama makin
diabaikan, bahkan dilecehkan!
Generasi muda diputus kesa-
daran sejarahnya. Slogan “ber-
daulat dalam politik, berdikari
di bidang ekonomi, dan berke-
pribadian dalam kebudayaan”,
digusur oleh slogan “politic no,
economy yes!”. Akibatnya,
generasi muda menjadi miskin
akan cita-rasa politik, dan le-
mah dalam kesadaran sejarah.
Orang tidak sadar bahwa slo-
gan itu sendiri adalah politik!
Sekarang ini banyak anak

muda yang tidak lagi hafal lirik
lagu Indonesia Raya (IR).
Padahal yang biasa kita nya-
nyikan itu barulah stanza
pertama, sedangkan IR itu
sebenarnya terdiri dari tiga
stanza. Dalam stanza ke tiga
itulah termuat amanat bangsa
yang fundamental, karena
antara lain liriknya berbunyi
“selamatkan rakyatnya, sela-
matkan tanahnya, pulaunya,
lautnya,.... semuanya...” dan
seterusnya. Artinya, kita wajib
menyelamatkan lingkungan
alam kita justru untuk menye-
lamatkan rakyat dan bangsa!
(untuk uraian yang lengkap,
lihat G. Wiradi, 2004).

Lunturnya semangat nasiona-
lisme pada awalnya meru-
pakan akibat dari pengingka-
ran terhadap cita-cita kemer-
dekaan, terhadap semangat
Pancasila. Memang pada gili-
rannya ia juga menjadi salah
satu sebab terpuruknya masya-
rakat kita dewasa ini,
selanjutnya kembali menjadi
akibat, terutama akibat ber-
langsungnya “tripple squeeze”
tersebut di atas, Puncak
“squeeze” itu di Indonesia
adalah diubahnya UUD-1945.
Memang, awalnya merupakan
niat baik untuk melengkapi
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apa yang kurang dari UUD-
1945 itu karena itu istilahnya
“amandemen”. Namun apa
yang terjadi? Meskipun Muka-
dimahnya tak diubah, tetapi
batang tubuhnya dari 37 pasal
UUD-1945 itu, hanya 5 pasal yang
tak diubah. Yang lain diobrak-
abrik secara amburadul. Karena
itu tidak pada tempatnya jika
disebut sebagai amandemen
(lihat, G. Wiradi, 2005).

Nasionalisme adalah faham
yang meletakkan kepentingan
nasional di atas kepentingan
internasional (dan bukan seba-
liknya). Tetapi di dalam kon-
teks Indonesia, nasionalisme
itu bagian integral dari Panca-
sila. Sila-sila dalam Pancasila
merupakan kesatuan. Artinya
nasionalisme kita juga menya-
tu dengan sila-sila yang lain,
misalnya dengan sila kemanu-
siaan yang sifatnya universal.
Inilah yang oleh Bung Karno
disebut dengan istilah Sosio-
nasionalisme, vaitu "nasiona-
lisme yang mencari selamatnya
peri-kemanusiaan”. (Soekarno,
1932). Artinya, nasionalisme
kita bukan nasionalisme sem-
pit, tidak chauvinistic, melain-
kan nasionalisme yang meno-
lak ketimpangan ekonomi
dalam masyarakat. Kita tidak
boleh “xenp-phobi” (serba anti

asing), tetapi jika pengaruh
asing itu ternyata melahirkan
ketimpangan masyarakat (se-
jumlah kecil elit amat kaya raya
dan berkuasa, sebagian besar
rakvat sengsara), maka inilah
yang kita tolak melalui sema-
ngat nasionalisme.

Demikian pula sila “kerak-
yatan ..... (atau demokrasi)
tidaklah berdiri sendiri. Demo-
krasi dalam konteks Pancasila
adalah demokrasi yang bertu-
juan demi "keadilan sosial”.
Tetapi untuk mencapai keadilan
sosial, yang diperlukan bukan
hanya demokrasi politik, tetapi
juga demokrasi ekonomi. Jadi
demakrasi politik plus demokrasi
ekonomi itulah yang dimaksud
dengan istilah “demokrasi sosial”
atau “sosio-demokrasi”. (Soe-
karno, 1932:1941).

Dalam dunia akademik, pem-
bahasan tentang konsep demo-
krasi bukanlah hal yang seder-
hana. Masih banyak problem
teoritis yang solusi ilmiahnya
belum terselesaikan secara
memuaskan (Cf. Robert Dahl,
1985;1992). Karena itu, sampai
sekarang, di dunia ini ada
bermacam-macam tipe demo-
krasi dengan istilah yang juga
beraneka ragam. Ada ilmuwan
vang mengidentifikasi jumlah
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tipe demokrasi di dunia ini
antara 76-117, tapi ada juga
yang mengatakan jumlahnya
lebih dari 550 macam. Semua
itu tergantung dari kriteria apa
yang dipakai untuk menghi-
tungnya. (lihat, Larry Dia-
mond, 1996). Di Indonesia
sekarang ini konsep demokrasi
yang dianut tidak begitu jelas.
Dulu Bung Karno melancarkan
konsep “demokrasi terpim-
pin”, dan Orde Baru “demo-
krasi Pancasila”. Sekarang?

Adalah tugas para intelektual,
dan bahkan tugas kita semua
untuk secara kreatif mengkaji
dan mengembﬂngkan, konsep
demokrasi macam apa yang
cocok bagi Indonesia.

Demikianlah jika kita kembali
kepada masalah pokoknya
yaitu nasionalisme dan revita-
lisasi Pancasila, maka ada satu
hal lagi yang perlu dikemuka-
kan di sini, yaitu bahwa dalam
perjalanan sejarahnya, Panca-
sila memang mengalami bebe-
rapa kali perubahan bukan saja
urutan sila-silanya, tetapi juga
istilah yang dipakai bagi sila-
silanya. Rumusan dalam UUD-
1945 (dalam Mukadimahnya)
saja sudah berubah dari Rumu-
san Bung Karno dalam pidato
1 Juni 1945. Lalu UUD-RIS,

rumusan dan urutannya ber-
ubah lagi. Kemudian dalam
UUDS-1950, berubah lagi, Baru
setelah Dekrit Presiden tanggal
5 Juli 1959 (kembali kepada
UUD-1945), maka rumusan
dan istilahnya seperti yang
berlaku sekarang. Sekalipun
beberapa kali mengalami per-
geseran urutan dan perubahan
istilah, namun dasar ideole-
ginya tetap sama. Ideologi
negara tidak berubah. Hanya
saja, menurul Bung Hatta,
istilah “Kebangsaan” (untuk
sila nasionalisme) yang dipakai
dalam UUDS-1950 sebenarnya
lebih tepat, dan lebih dalam
maknanya, dibanding dengan
istilah “Persatuan Indonesia”
{Moh. Hatta, 1997).

Memang, salah satu fungsi
Pancasila adalah mempersatu-
kan, mewadahi kita semua
yang berasal dari beragam
budaya, sesuai lambang nega-
ra, “Bhinneka Tunggal Ika”,
berbeda tapi satu jua! 5atu
bangsa, bangsa baru, Indo-
nesia. Revitalisasi Pancasila
berarti revitalisasi semangal
kemandirian, bukan semangat
ketergantungan; semangat go-
tong royong, bukan semangat
keserakahan mencari untung diri
sendiri; semangat kejujuran,
bukan kemunafikan; semangat
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keadaban, bukan semangat balas
dendam; semangat kerakyatan,
bukan semangat mengejar ke-
kuasaan semata; semangat me-
nyelamatkan lingkungan alam
demi generasi yang akan datang;
dan di atas semuanya itu, sema-
ngat menjunjung tinggi moralitas
melalui percaya kepada kekua-
saan tertinggi Tuhan Yang Maha
Esa.

Revitalisasi Pancasila perlu
dilakukan, bukan saja melalui
sosialisasi kepada generasi
muda, tapi juga tindakan nyata
berupa keteladanan dari yang
tua-tua.

PENUTUFP

Demikianlah, semua yang
dipaparkan di depan itu seke-
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